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BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan

dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hakim sebelum memutus suatu perkara dengan terdakwa seorang anak

mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penutut Umum, keterangan saksi yang hadir

dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat, syarat subjektif dan

objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan,

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari terdakwa, serta hal-hal yang

meringankan dan memberatkan, serta Peraturan Perundang-undangan yang

bersangkutan dengan kasus Terdakwa. Setelah mempertimbangkan hal-hal

tersebut, dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi

Pidana kepada Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, penulis

menyarankan dalam setiap penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak,

hakim harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor psikologis anak

tersebut dan memberitahukan kepada orang tuanya untuk melarang atau

menasehati anaknya dalam mengendarai kendaraan bermotor apalagi apabila anak

tersebut belum memiliki surat ijin mengemudi, hakim juga harus
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mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam penanganan

perkara atau kasus dengan Terdakwa Anak, Indonesia telah memiliki hukum acara

yang berlaku atau yang digunakan khusus bagi Terdakwa Anak yaitu sebagaimana

diatur dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.
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